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PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN PRES DEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG
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TELAH BEBERAPA KAL| DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2001

PRES DEN REPUBLIK INDONES A

Menimbang: bahwa ddam rangka mdaksanakan tugestugas Pemerintah Pusat di bidang tertentu
dengan tidek mengurangr méekna penydenggaraan otonomi daerah  sebagaimana
diamanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 den untuk tersdenggaranya
teib adminidras  pemeintahan, dipandang pelu  untuk  menyempurnakan
Keputusan Presden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugaes, Fungs,
Kewenangan, Susunan Organisas, dan Taa Keja Lembaga Pemerinteh Non
Depatemen sbagamana tdah bebergpa kai  diubah, terakhir dengan Keputusan
Presden Nomor 42 Tahun 2001;

Mengingat: 1. Pes 4 aya (1) Undang-Undang Dasar 1945

2. UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaan Negara
Nomor 3839).

3. Peauran Pemeintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Proping Sebaga Dagrah Otonom  (Lembaran
Negara Tahun 2000 Namor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

4. Keputussn Presden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tuges,
Fungd, Kewenangan, Susunan Organised, dan Taa Keja Lembaga

Pemerinteh Non Depatemen, sebagamana tdah bebergpa kdi  diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001

MEMUTUSKAN :
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Menetgpkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISAS DAN TATA
KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2001.

Pasal |

Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga sdluruhnya berbunyi sebagal berikut:

@)

@

©)

4

©)

©)

“Pasal 109

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanekan oleh BPS ddam bidang kegiaan
datistik dasar di dagrah berdasarken peraiuran  perundang-undangan di  bidang
detistik, tetgp dileksanekan oleh Pemerintah sesua dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sebagian tugas pemerintahan yang dlaksanekan olen BKKBN di deerah tetep
dilaksanekan oleh Pemerintah, dan secara bertahgp sesua dengan  kebutuhan
didihkan kepada Pemerinteh Dagrah sesua dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Sebagian  tuges pemerintahan yang dilsksanakan olen BPKP di  daerah tetap
dilaksanekan oleh Pemerinteh ddam rangka meaksanakan pengawasan terhadep
penyedenggaraan pemeintah di daerah yang kewenangannya mash mdekat pada
Pemerintah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagian  tuges pemeintéhan yang dileksanekan oen BKN di  daerah  tetgp
dilsksanakan oleh Pemeinteh ddam rangka mdaksanekan administras  dan
mangemen kepegawaian negaa yang kewenangannya mesh mdeka pada
Pemerintah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Shagian tugas pemeintahan yang dilaksanekan olen BULOG di deerah tetep
dileksanekan oleh Pemeinteh sampa  dengan sdesanya  prosess  pengdihan
Kdembageen BULOG menjadi Badan Usdha Milik Negara, sdamba-lambanya 2
(dua) tahun.

Schagian tugas pemerintéhan  yang dileksangkan oleh BPN di  dagrah tetgp

dildksanakan oleh Pemeinteh sampa  dengan ditetapkannya sduruh  peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan, sdambat-lambatnya 2 (dua) tahun.”
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Ketentuan Presden ini mulal berlaku padatanggd ditetapkan.
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Sdinan sesual dengan adinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepaa Biro Peraturan
Perundang-undangan I

Edy Sudibyo

Ditetapkan di Jekarta
Padatanggd 17 Me 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID
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